








RINGKASl\N 1?I!:NEf .. T.~rI.AN 

PENGATURAN TENTANG KELEMBAGAAN PENGELO[~N LINGKUNGAN DI 
INDONESIA (Suparto Wi.ioyo, Har,iono, T..illk Pud.iiaotuti. 

Agus Sekarmad.1i. dan Sri Winarsih. 
Tahun 1999/2000, 56 Haluman) 

Peneli tian l.n1. merupakan pene 1i tian hukum norma tix' 
dengan pendekatan "statute and conceptual approach ". Me1alui 
pendekatan demikian. clalam penelitian ini dilakukan pengkajian 
secara kritis terhadap kese1uruhan pengaturan tentang kelemba­
gaan pengelolaan lingkungan di Indonesia 'lmtltk clirefleksi dan 
diargumentasi secara teoritik berdasarkan konsep dasar hukum 
lingkungan. 

Untuk 1tulah penelltian in1 berorientasi pacta upaya 
melakukan penelaahan secara mendalam mengenai ketentuan hukum 
kelembagaan pengelolaan lingkungan dalam Undang-undang Nomor 
23 Tahun 1997 tentang Penge10laan Lingkungan Hidup (UUPLH) dan 
perangkat peraturan perundang-undangan pendukungnya. Dengan 
demikian. penelitian in1 memilik1 manfaat teoritik maupun 
praktis. Manfaat teoritik penelitian berkaitan dengan pengem­
bangan hukum lingkungan. Manfaat praktis penelitian berkenaan 
dengan hasil penelitian yang dapat digunakan sebasai referensi 
bagi masyarakat luas dan para pihak yang terlibat dalam penge-
10,laan 1ingkungan. khusu~:nya instansi yang berwenang melakukan 
pengelolaan 1ingkungan. 

Penelitian. mengenai ~~ngaturan tentang kelembagaan 
pengelolaan lingkungan memiliki relevansi dan mendapat aktua­
litas dalam pengembangan hukum lingkungan di banyak negara,. 
termasuk Indonesia. Negara-negara anggota OECD (Organisation 
for Economic Co-opera tion and De,,-elopment) yang notabenenya 
adalah negara-negara maju. telah pula menempatkan pengaturan 
kelembagaan pengelola~.n, .. _li ng.kungan se-bagai bag ian inherent 
dalam keseluruhan "environm-?ntal management $.vstem" .. 

Semula, dasar hukum utama pengaturan kelembagaan penge­
lolaan lingkungan di Indonesia adalah Pasa1 18 Undang-undang 
Nemor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan~ketentuan Pokok Pengelo­
laan Lingkungan Hidup (UUU{~ yang mulai berlaku sejak tanggal 
11 Maret 1982. Salama kurun waktu 15 (lima belas> tahun (1982-
199,7) berlakunya UULH, pengaturan kelembago.an pengelo1aan 
lingkungan dikualifikasikan dalam: (a) kelembagaan pengelolaan 
lingkungan pada tingkat nasional yang dilakukan eleh MENLH 
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c'.::I1 yang rHl~kukAn () 1 eh m .. -\:J i nl,{-m;'18 i rHl: 

pemerintah nondepart~rn~n, dan (.:;) 
lingkungan dl daerah yang dllakukan 
(Pasal 18 UULH). 

d,~p.-H·t-,P.lIlllHl atau l.t:'>lI\lVt~tH 

ke It?mbagaan [:Ienge 1.J 1.3all 

01eh Pemerintah Daerah 

Pada t.anggal 19 September 1997 te lah diundangkan UTJPLH. 
Berlakunya UUPLH dimaksudkan untuk menyempurnakan UULH guna 
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengaturan mengenai 
kelembagaan pengelolaan lingkungan dalam UUPLH tertuang pada 
Pasal 8-13 yang mengkategorisasikan: kelembagaan pengelolaan 
lingkungan pada tingkat nasional yang dikoordinasi oleh Men­
teri (MENLH) (Pasal 9 dan 11) dan cii daerah dengan mengikut­
sertakan Pemerintah Daerah yang diatur lebih lanjut oleh 
peraturan perundang-undangan <Pasal 12-13). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan 
bagaan pengelolaan 1ingkungan yang tertuang dalam UUPLH 
problematis dan belum bersifat menyempurnakan UULH. 

kelem­
sangat 
Masih 

banyak diketemukan kelemahan dan kekeliruan perumusan tentang 
pengaturan kelembagaan pengelolaan lingkungan dalam UUPLH. 
sehingga menimbulkan persoalan mengenai efektivitas UUPLH. 
Pengaturan keberadaan MENLH dan BAPEDAL serta Pemerintah 
Daerah dalam pengelolaan lingkungan mengandung beragam keten­
tuan kelembagaan yang secara mendasar justru. menimbulkan 
kerancuan dan terus menerus memerlukan pen.gkajian lebih lanjut 
agar penerapannya tidak keliru. 

Pengaturan kelembagaan pengelolaan lingkungan 
kan UtJPLH belum mencerminkan makna "en'll'ironmental 
system" yang mensyaratkan adanya keterpaduan (bukan 
ai) . Dari segi "pengelolaan lingkungan". yang 
adalah terdapatnya suatu institusi kelembagaan yang 

berdasar­
management 
koordina­

dibutuhkan 
memiliki 

wewenang penuh untuk melakukan pengelolaan lingkungan. Peneli­
tian ini merekomendasikan (menyarankan) dibentuknya De.:paxternen 
Lingkungan dan Penataan Rur.mg yang dipimpin f:eorang t1enr,eri 
yang mempunyai "full authol'i toY" di bid""n€. pengelolaan ling­
kungan dan penataan ruang. 

.':". -.. 
(L.P. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sumber Biaya: Dana 
Rutin Universitas Airlangga T.::thun Anp,;garan 1.999/2000. SK 
Rektor Nomor: 8402/J03/PP/1999 , Tanggcd 6 SeptF~mher 1999) 
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